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ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta berorientasi pada prinsip 

integritas, akuntabilitas, dan transparansi melalui penguatan peran 

Inspektorat Kabupaten. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 

28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 

2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 

2017; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana 

telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 10 

Tahun 2016. 

- Peraturan Bupati ini menetapkan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit 

Charter) sebagai dokumen formal yang mengatur komitmen bersama antara 

Bupati, Inspektur, dan pimpinan Perangkat Daerah. Lingkup pengaturan 

mencakup kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat 

menjalankan tugas secara kompeten, independen, dan obyektif. Setiap 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mematuhi 

ketentuan dalam piagam ini guna mendukung efektivitas sistem pengendalian 

intern pemerintah. 

 

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 

November 2025. 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 


